PUTUSAN
Nomor 0182/Pdt.G2017/PA.TLG.
LN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
di tingkat pertama telah menjatubkan putusan dalam perkara Cerm Talak antara:

Adi Ismanto bin Abu Darin, tempat tanggal lahir, Cilacap 31 Mei 1985, umur 32
talum, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta,
tempa tinggal di Dusun Mubajinn. RT. 007/RW. 002, Desa Bukit
Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjumya
disebut sebagai Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

MELAWAN

Dini Hariani binti Syamsu Wijaya, tempat mngeal lalur, Alas Barat 27 Jum 1980,
umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekeraan ibu
rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tengah, RT.003/RW.001, Desa
Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa selanjutnya discbut
schagai Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut,
Telah membaca dan mempelujan berkas perkara
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensy Tergugat Rekonvensi dan Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
Telah memeniksa bukni-bukti di persidangan,
DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana diuruikan dalam surat
permohonannya tertanggal 14 Agustus 2017 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan
Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0182/Pdt. G22017/PATLG. tanggal 14 Agustus
2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut |

|. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Utan, sebagmmana temyaa dan Kutipan Akts  Nikab  Nomor
146/18/VI12201 1, tertanggal 13 Juni 2011,
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)

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah omng

tua Termohon yang beralamatkan di Dusun Tengah, Desa Tengah, Kecamatan Utan,

Kabupaten Sumbawa selama | tahun kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di

kos-kosan yang beralamatkan di Dusun Muhajirin, Desa Bukit Damai, Kecamatan

Maluk. Kabupaten Sumbaws Barat;

3, Bahwa sclama permkahan antara Pemohon dengan Termohon telab hdup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bemama
- Arum Fatika San bmti Adi Ismanto, wmur 5 tahun,

- Mubammad All Fatih bin  Adi Ismanto, umur | 1hun 6 bulan dan sekarang
kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon,

4 Bahwa sejak awal Januan 2014 kehidupan rumab tanggs Pemohon dengan
Termohon mulai ndak harmonis dengan adanya perselisiban antara Pemohon dengan
Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lag
yang dischabkan antara lain
a Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon.

b. Termohon sering mengeluh masalah ekonom;

5. Bahwa puncak kerctakan hubungan rumah tangga antara Pemohon  dengan
Termohon tersebut tenadi pada pertengahan Desember 2016 yang akibatnya antara
Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 8 bulan yang memmnggalkan
tempat kediaman bersama adalah Termohon,

6. Bahwa belum ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon maupun
keluarga Termohon:

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah
tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk
rumah tangga yang sakmah, mawaddah dan mhmah sudah sulit dipertabankan lag,
dan karenanva agar masing-masing pthak tdak lebih janh melanggar norma hukum
dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk
menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon,

8. Bahwa Pemohon bersedin membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang
berlaku,

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Taliwang untuk memenksa dan mengadili perkara m, selamyutnya menjatuhkan

putusan yang amamys
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Disclaimer
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PRIMER

I. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memben ijin kepads Pemohon (Adi Ismanto bin Abu Darin) untuk menjatubkan
talak satu ra)’1 terhadap Termohon (Dini Hariani binti Syamsu Wijaya) di depan
sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

3. Membebankan baaya perkar menurut hukum,

SUBSIDER

Atau apabila pengadilan berpendapat lam mohon perkara i diputus menurat hukum

dengan seadil-adilnys,

Menimbang, bahwa pada bhari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan
Termohon telah datang menghadap sendin di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah
diusahakan perdamaian melalui Mediast sebagaimana dikehendaki Perma Nomor |
Tahun 2016 yang dipimpin oleh Mediator Nurrahmawaty, S.H.L akan tetapi tidak
berhasil, kemudian pemeriksaan perkam ini dimulai dengan membacakan surat
permohonan dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap akan
mempertahankan  isi  permohonannya  tersebut tanpa ada perubshan  maupun
penambahan,

Memmbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah membenikan
Jawaban sekaligus gugatan rekonvens: secara lisan yang pada pokoknya sebagm berikur:
|. Bahwa benar Termohon menikah dengan Pemohon pada tanggal 12 Juni 2011 yang
dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan;

Bahwa benar Termohon dan Pemohon setelah menikah unggal di rumah orang tua

Termohon di Dusun Tengah, Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa

selama 1 tahun, kemudian Termohon dan Pemohon kos-kosan di Dusun Muhajirin,

Desa Bukit Damm. Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat.

3. Bahwa benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon telah hidup rukun
sebagaimana suami isteri telah dikaruniai 2 orang anak yang bemama Arum Fatika
San binti Adi Ismanto dan Muhammad All Fatih bin Adi Ismanto, umur | tahun 6
bulan dan sekarang kedua anak tersebut unggal bersama Termohon;

4. Bahwa tidak benar sejak awal Januani 2014 kehidupan rumah tangga Termohon
dengan Pemohon mulai tdak harmoms  dengan adanya persehsihan yang benar
rumah mngga Termobon dengan Pemohon tetap harmoms namun sejak Desember
2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke Jawa,

~
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5. Bahwa tidak benar Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon hanya intonasi
kata pernah Termohon lakukan discbabkan karena Pemohon tdak menghiraukan
kalau Termohon sedang bicara dengan Pemohon dan tidak benar Termohon
mengeluh masalah ekonomi justru Termohon yang melunasi kredit sepeda motor
setiap bulan sebesar Rp. 700.000.- selama Pemohon pergi dan rumah karena setelah
menikah Pemohon tidak mempunyai pekerjaan dan baru tahun 2015 Pemohon
bekenja sebagai kontrakior,

6. Bahwa memang benar puncak keretakan rumah tangga Termohon dengan Pemohon
terjadi pertengahan Desember 2016 yang menyebabkan antara Termohon dengan
Pemohon telah pisah rumah selama 8 bulan dan yang meninggalkan tempat
kediaman bersama adaleh Termohon,

7. Bahwa benar udak ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Termohon
dan keluarga Pemohon hanya paman Termohon yang pemah datang ke tempath
Pemohon untuk menasehati Pemohon;

8 Bahwa Termohon ndak mau bercerai dengan Pemohon Termohon tetap mgin
membina rumah tangga bersama Pemohon  dan apabila Pemohon  tetap ingin
menceraikan Termohon maka Termohon menuntut kepada Pemohon berupa

Kedua anak, Penggugat Rekonvens: yang mengasuhnya.

Nafkah lampau selama 8 bulan sebesar Rp 50.000.000 - (lima puluh juta rupish),

Mutah sebesar Rp. 5.000.000 - (lima juta rupiah),

Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000 - (tiga juta rupiah);

Nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon

di persidangan secara lisan telah mengajukan replik sekaligus jawaban rekonvensi pada

pokoknya tetap pada dalil permohonannya yaitu memang benar sejak Desember 2016

Pemohon pergi ke jawa karena antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lag,

dan memang benar Termohon tidak berkata kasar kepada Pemohon tetapi intonasi

Termohon menurut Pemohon  itu berkata kasar dan Termohon pemah mengucpkan

kats anjing terhadap Pemohon dan benar Termohon vang vang telah melunasi kredu

sepeda motor  karena pada saat itu Pemohon pulang ke Jawa dan memang benar

Pemohon mulai kerja sebagai kontraktor pada tahun 2015, benar belum ada upaya

perdamman dan keluarga dan memang benar paman Termohon permah datang untuk

menaschati Pemohon dan Pemohon tetap ingin bercermi dengan Termohon, dan
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mengenai gugatan Rekonvensi Tergugat Rekonvensi tidak bisa menyanggupi tuntutan
dan Penggugmt Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi sekarmng tidak punya
pekerjaan, Tergugat Rekonvensi hanya bisa menyanggupi tuntutan Penggugat
Rekonvensi mengenmt kedua anak Tergugat Rekonvensi yang ingin mengasuhnya,
nafkah lampau selama 8 bulan Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar sebesar
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Mutah Tergugat Rekonvensi hanya mampu
membavar sebesar Rp. 500000 - (lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan
Tergugat Rekonvens: hanya mampu membayar sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta
rupiah), nafkah untuk 2 orang anak Tergugat Rekonvens: hanya mampu membayar
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ruptah) setiap bulan;

Memimbang, bahwa atas replik dan Jawaban Rekonvensi, Termohon
menyampaikan duplik sekaligus replik rekonvensi secara lisan pada pokoknya tetap
pada jawaban dan tuntutan rekonvensi dan sclengkapnya telah termuat dalam benta
acara sidang perkara mi,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonammya, Pemohon
telah mengajukan alat-alat bukti sebagai benkut |

] CONV

I Surat:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an Pemohon, Nomor 5207083105850001,
tanggal 07 Maret 2013, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai
secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera
Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya. yang temyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1,

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 146/18/V122011, tanggal 12 Juni 2011 yang
dikelusrkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, buku surat tersebut
telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta
dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan
dengan ashnya. yang temyata sesum, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

1. Saksi-saksi ;

|. Sahun binti Amaq Sahinun, saksi tersebut di bawah sumpahnya mencrangkan

hal-hal sebagai berikut .
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- Bahwa saksi hanya mengenal Pemohon saja sedanghkan Termohon saksi tidak
kenal karena saksi adalah wtanggs Pemohon dan Termohon selama 2 tahun
sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal di Maluk:;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon sering belanja di Warung
saksi di Maluk sementara Termohon ndak pernah saksi bertemu;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikarumai 2 orang anak
satu laki dan satu perempuan,

- Bahwa yang saksi tahu sejak 8 bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon
bertengkar, saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon,

- Bahwa saksi ndak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi
diberitahu  oleh tetanggn Pemohon kalau Pemohon dengan Termohon
bertengkar,

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak
8 bulan vang lalu, Pemobon cerita kepada saksi kalau Pemohon sudah pisah 8
bulan yang lalu,

- Bahwa setahu saksi Pemohon sekarang tinggal di rumah temannya sedangkan
Termohon saks: tdak tahu:

2. Ita karlina binti Darussalam, saksi tersebut di bawah sumpalinya menerangkan
hal-hal sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Pemobon dan Termohon karena saksi adalah teman
dan tetangga Pemohon dan Termohon sewaktu Pemohon dan Termohon
tinggal di Maluk dan Termohon bernama Dini,

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isten
yang permkahannva saksi tidak mhu tanggal, bulan dan tahun permknhannya:

- Bahwa setahu saksi Pemobon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa yang saksi tahu sewaktu Pemohon dengan Termohon timggal di di Kos-
Kosan di Maluk serning bertengkar. saksi tidak tahu penyebab pertengkarun
antara Pemohon dengan Termohon,

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya
saksi mendengar penengkaran antam Pemohon dengan Termohon, saksi
mendengar 2 kali pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
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- Bahwa setahu saksi 8 bulan lamanya Pemohon dan Termohon tinggal di Kos-

kosan di Maluk:
Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan
selama pisah Termohon tidak pemah datang ke tempat Pemohon di Maluk,
selama pisah Pemohon ndak pemah mencan tahu tentang keberadaan
Termohon dan saksi tidak tahu tempat tinggal Termohon,
Menimbang. bahwa terhadap keterangan  saksi-saksi tersebut, Termohon di
persidangan tidak membantah dan tidak keberatan.
Menimbang. bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah
mengajukan alat bukti sebaga berikut.
BUKTI KONVENSI
I Surat

a Fotokopi Foto Pemohon bersama perempuan, bukti surat tersebut telah ditempel
dengan Materai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir
oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya,
vang temyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1.

b. Fotokopi Foto Pemohon bersama perempuan, bukti surat tersebut telah ditempel
dengan Materai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir
oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya.
yang ternyata sesual, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2,

1. Saksi-saksi :

1. Sri Cahyani binti Subejo, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-
hal sebagai berikut |
- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah teman

Termohon sedangkan Pemohon bemama Adi:

- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon pasangan swmimi isten yang
pemikashannya dilaksanakan pada tahun 2011,

- Bahwa setahu saks: setelsh menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah
kontrakan di Maluk dan telah bergaul sebagmmana lavaknya suami isten dan
telah dikaruniai 2 orang anak dan sckarang anak tinggal bersama Termohon,

- Bahwa yang saksi tahu semula rumah tangga antara Termohon dan Pemohon
rukun dan harmonts namun sam 1 sudah ndak harmonis lag:
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- Bahwa yang saksi tahu penyebab tidak harmonis karena ada pihak ketiga
dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon dan masalah keuangan yaitu
Pemohon memberi uang kepada Termohon terlalu sedikit,

- Bahwa adanys pihak ketiga saksi diberitabu oleh Termohon dan Kalau
Pemohon memberi uang kepada Termohon setiap bulan hanya sejumlah Rp.
600,000 .- (enam ratus ribu rupiah),

- Bahwa setahu saksi dahulu Pemohon kerja sebagai subkontrak dan sckarang
saksi tidak thu pekerjasn Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak
awal tahun 2017, Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Utan,
Kecamatan Utan. Kabupaten Sumbawa sedangkan Pemohon saksi tidak tahu
tempat tinggalnya,

- Bahwa setahu saksi selama pisah Pemohon tidak pernah memben nafkah
kepada Termohon dan anaknya dan Termohon kerja sebagai pedagang untuk
membiavat hidup Termohon dan anak;

- Bahwa saksi tidak pemah mendamaikan Termohon dengan Pemohon hanya
keluarga yang permah mendammkannya,

Hamdan bin Janidin, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal

schagani berikut |

ra

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah tetangga
Termohon dan Pemohon sewaktu Termohon dan Pemohon tinggal di Kos-
Kosan di Maluk;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon pasangan suami isteni yang
pemikahannya, saksi tidak tahu tanggal, bulan dan tahun pernikahannya,

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di Kos-
kosan di Maluk dan telah bergaul sebagaimana layvaknya suami isten dan telah
dikarumiai 2 orang anak dan sekarang anak tinggal bersama Termohon,

- Bahwa yang saksi tahu semula rumah tangga antars Termohon dengan
Pemohon rukun dan harmonis namun saat in1 sudah tidak harmonis lagy,

- Bahwa yang saksi tahu penyebab tidak harmonis karena Pemobon menuduh
Termohon mateniahs sementara Termohon bekernja sebagar pedagang kaki hma
dan Pemohon punya perempuan lain dan setahu saksi ndak benar Termohon
matrealistis,
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- Bahwa | minggu yang lalu saksi melihat Pemohon bersama perempuan di
facebook, saksi tidak mengenal perempuan vang ada di facebook tersebut,

- Bahwa setahu saksi Pemohon kerja di PT sebagai Sub Kontraktor sampai
dengan sekarang;

- Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak

8 bulan yang laly, Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Utan,

Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa sedangkan Pemohon tinggal di dekat

bengkel di Maluk;

- Bahwa setahu saksi sclama pisah Termohon tidak pemah datang ke Maluk
tetap tinggal di Utan bersama ibunya yang sedang sakit struk

- Bahwa saksi tidak permah mendamaikan Termohon dengan Pemohon hanya
keluarga yang pernah mendamaikannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi vang diajukan oleh
Termohon, Pemohon di persidangan tidak membantah dan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti untuk
meneguhkan dalil-dalil gugatannya, demikian halnya Tergugat Rekonvensi tdak
mengajukan bukti untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya,

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan bukti-bukti yang diajukan
sudah cukup dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya
PemohonTergugat Rekonvensi tetap pada dall permohonan dan jawaban dalam
rekonvens: sedangkan Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap pada jawaban dan dalil-
dalil dalam gugatan Rekonvensi dan untuk selengkapnya telah terurai dengan jelas
dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-
masing dan menyerahkan sepenuhnys kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan
putusan vang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk
segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam benta acara sidang perkara i dan
kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dan putusan ing;

PERTIMBANGAN HUKUM
DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan myuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah divrakan di atas,
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Menimbang. bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya
dengan sungguh-sungguh mendamatkan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali.
baik secara langsung maupun secara kekeluargaan namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis  hakim
berpendapar ketentuan pasal 154 RBg Jo. Pasal 82 Undang-Undang No.07 Tabun 1989
Tentang Peradilan Agama scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 1elah
terpenuhi dalam perkara im;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah
ditempuh melalui proses Mediasi scbagaimana dikehendaki Perma Nomor | Tahun
2016 yang dipimpmn oleh Mediator Nurrahmawaty, S.H.L akan tetapr tidak berhasil
oleh karena itu Majelis Hakin berpendapat bahwa ketentuan mediasi tersebut di
pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Memmbang, bahwa pada pokoknya perkara im adalah Cermi Talak dengan alasan
bashwa antam Pemohbon dan Tenmohon senng tenadi perselisthan dan pertengkaran
discbabkan Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon sering
mengeluh masalah ekonom,

Memmbang, bahwa Termohon pada pokoknys mengakui scbagian alasan
permohonan Pemohon yakni tentang pernikahan antara keduanya, tentang tempat
tinggal setelah menikah dan tentang anak yang dilahirkan dalam perkawinannya
selungga hal-hal tersebut telab menjadi fakta hukum yang tetap,

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya secara subsansial Termohon telah
mengakui adanys perselisihan dalam rumah tangga akan tetapi Termohon membantah
mengenai hal yang menjadi dasar dan alasan permohonan Pemohon yaitu |

a. Rumah angga Termohon dengan Pemohon tetap harmoms namun scjak Desember
2016 Pemohon pergi meningealkan Termohon ke Jawa,

b Tidak benar Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon hanya intonasi Kata
pemah Termohon lakukan karena Pemohon tidak menghiraukan kalan Termohon
sedang bicara dengan Pemohon

¢. Tidak benar Termohon mengeluh masalah ekonomi justru Termohon yang melunasi
kredit sepeda motor setiap bulan sebesar Rp. 700.000,- selama Pemohon pergi dan
rumah

Hal 10 dari 36 hal. Put. No. 0152PdLG2017 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Menimbang, bahwa  berdasarkan pasal 283 RBG menyatakan bahwa
“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak aton suatu keadaan unmk
menguatkan haknya atan menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak
atau Keadaan itw”, maks Pemohon dan Termohon dibebani pembuktian secara
berimbang:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya,  Pemohon
telaly mengajukan bukti surat P.| dan P2 yang telah memenuli syarat formil dan syarat
matenil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 (Fotokopt KTP) merupakan Akta
Autentik vang mempunyal nilai kekuatan pembuktian yang bersifit mengikat dan
sempuma, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang
tercatat secara admimistras: sebagai penduduk vang berdomusili / bertempat tinggal di
wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang,

Menmbang, bahwa berdasarkan bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang
merupakan Akta Otentik (AO) vang memiliki kekustan pembuktian sempuma dan
mengikat vang telah dikuatkan dengan pengakuan Termohon, maka telah terbukti dan
menjadi fakta hukum tetap bahwa Pemohon dan Tenmohon adalah suami istn sah dan
keduanya belum pemah bercerm, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (/ege/
standing) untuk mengajukan perkam a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti 2 orang saksi dan mercka
termasuk orang yang tidak dilarang sebaga saksi, membenkan keterangan di bawah
sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi scorung, dengan demikian mereka
telah memenuhi syarat formil schagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para
saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannys serta keterangan satu dengan yang
lamnya saling bersesuntan, dengan demikian mercka telah memenuly syarat maternil
schagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdirni dari 2 orang saksi telah
memenuhi batas mmimal pembuktian saksi, schingga saksi-saksi yang diajukan
Pemohon dapat ditenima sebaga bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sahun binti Amaq Sahinun yang
menjelaskan sejak 8 bulan lalu Pemohon dengan Termohon bertengkar namun saksi
tdak mengetahui penyebab pertengkaran karena saksi ndak pernah melibat mereka
bertengkar dan sejak 8 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat unggal
menurul Majelis tidak dapat membuktikan adanya peristiwa pertengkaran dan pisah
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tempat tinggal karena keterangan yang diperoleh saksi tidak berdasar atas pengalaman,
pengetahuan dan penglihatan saksi secara langsung melainkan diperoleh saksi dan
informasi tetangga dan cerita Pemohon, schingga keterangan yang demikian tdak
berharga dan tidak memiliki nilai pembuktian, olch karcnanya patut untuk
dikesampmngkan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Ita  Kkarlina  binti
Darussalam diperoleh berdasarkan pendengarannya secara langsung terhadap 2 kali
penstiwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun keterangan tersebut
hanya diketahui oleh | orang saksi saja yaitu lta karlina binti Darussalam
sedangkan keterangan | saksi tanpa didukung alat bukti lain tidak sah dan tidak
berharga dengan demikian patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon dalam positanya yang
menyatakan Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon serng
mengeluh masalah ekonomi, tidak dapat dibuktikan di persidangan schingga dalil
Pemohon ndak beralasan dan patut untuk dikesampmgkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling
bersesuaian adalah Pemohon tinggal di Maluk sedangkan Termohon tidak diketabuw
tempat tinggalnya:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon iclah
mengajukan bukti surat T.1 dan T2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat
materml,

Menimbang, bahwa bukti T 1 berupa 2 buah Foto menjelaskan Pemohon bersama
wanita yang sama di tempat yang berbeda, | foto Pemohon berada dibelakang wanita yang
bacgroundnya d¢i depan rumah,! foto Pemohon berada disamping wanita dengan pipi
menemped di halaman pekarmngan rumah:

Menimbang, baliwa bukti T2 berupa 2 buah foto menjelaskan Pemohon bersama
wanita idaman kun di tempat berbeda, 2 foto Pemohon berada dissmping wanita yang sama |
foto pertama sedang duduk berdua di pmggir pantas Potobatu dan foto yang ke dua Pemohon
bersama wanita tersebut sedang duduk mesma di atas ranyang di dalam kos-kosan:

Menimbang, bahwa Pasal § ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Eletkronik
dan/atsy Dokumen Elekronik dan/stau hasil cetaknya merupakan alat buku hukum
yang sah dan Pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa Informasi Elektronik danvatay Dokumen
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Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perfuasan dan alat bukti hukum yang sah
sesuai dengan hukum acara vang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Pasal | butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa yang dimaksud dengan
Dokumen Elektronik adalah setiap Informas: Elektromk yang dibuat, diteruskan,
dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,
optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, danatau didengar melalui
Komputer atau Sistem Elekironik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,
gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol
atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang
mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa syarat formil sebagmmana dintur dalam Pasal 5 ayat (4)
UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat
yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat
matenil distur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intmya
Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya,
dan ketersedisanya Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud,
dalam banyak hal dibutuhkan digial forensik:

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan 2 orang saksi dan mercka
termasuk orang yang tidak dilarang scbagai saksi, memberikan keterangan di bawah
sumpah, diperksa dalam persidangan seorang demi seorang. dengan demikian mereka
telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para
saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta Keterangan satu dengan yang
lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil
scbagai saksi sesuni Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdin dan saksi-saksi telah
memenuhi batas minimal pembuktian saksi, schingga saksi-saksi yang diajukan
Termohon dapat diterima sebagai bukti,

Menimbang, bahwa saksi Hamdan bin Janidin menerangkan | minggu yang
lalu saksi melihat Pemohon bersama perempuan di facebook, saksi ndak mengenal
perempuan yang ada di facebook tersebut dan keterangan saksi tersebut menurut
Majelis bersumber atas pengetahuan, pengalaman dan penglihatan saksi secara langsung
terhadap sustu penistiwa, keterangannya juga menjelaskan sebab-sebab 1 mengetahu
peristiwa tersebut,
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Menimbang. bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T2 yang dihubungkan dengan
keterangan saksi Hamdan bin Janidin yang saling bersesuman antara satu sama
lainnya maka terbukti menurut hukum Pemohon menjalin hubungan dengan wamita
idaman lain,

Menimbang, bahwa selain itu keterangan saksi-saks: Termohon yang saling
bersesuaian adalah Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januan
2017 atau 8 bulan yang laly, Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Utan
sedangkan Pemohon tnggal di Maluk:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Jawaban Termohon
serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-
fakta hukum sebagm berikut
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terlibat dalam perselisihan dan

pertengkaran yang dischbabkan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita idaman
lam;

- Bahwa Pemohon dan Termobon pisah tempar tnggal sejak Januan 2017 selama + 8
bulan, Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Utan sedangkan Pemohon
tinggal di Maluk,

- Bahwa upaya damai telah dilakukan pihak keluarga namun tdak berhasil;

Menimbang, babhwa dengan adanya penstiwa Pemohon yang telah berfoto
dengan wanita idaman lain dengan adegan dan pose berbeda di tempat yang berbeda,
foto tersebut jelas memunjukkan kedekatan dan hubungan spesial yang teralin antarm
Pemohon dengan wanita lain dan foto tersebut jelas menunjukkan kemesraan hubungan
antara Pemohon dengan wanita idaman lain akibatnya rumah tangga Pemohon dan
Termohon terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon menjalin hubungan
dengan wanita idaman lain telah menyakiti hati Termobon di mana  hati merupakan
salah satu faktor untuk tegak dan utuhnya sebuah rumah tangga dan dengan sikap
Pemohon tersebut telah menunjukkan bahwa sesungguhnya sudah tidak ada rasa cinta
dan sayang lagi di dalam hati Pemohon kepada Termohon, karena dianggap telah
berkhianat dan mengingkan janji suci pemikahan dan sikap tersebut telah memberikan
hilangnya kepercayaan oleh Termohon karena factor kepercayaan dan kesetinan dalam
menjaga keutuhan rumah tangga adalah mutlak dan urgen, dan apabils factor i telak
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hancur maka pecahlah ikatan batin suami isten it yang akhimya keluarga vang seperti
i schenarya telah pecaly;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon dan Termohon pisah
tempat tinggal sejak Januan 2017 selama = 8 bulan, Termohon tinggal di rumah orang
tuanya di Desa Utan sedangkan Pemohon tinggal di Maluk, maka patnt diduga konflik
yang terjadi antars Pemohon dan Termohon semakin runcing dan tajam dan tidak
kunjung ada penyelesasiannya dan selama proses persidangan berlangsung Pemohon
tidek man menjalin komunikasi dengan Termohon dan Pemohon tidak pernah mau
bertemu untuk membicarakan kelangsungan rumah tangga dengan Termohon sehingga
keduabelah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan
suami 1stn, bahkan adanya perpisahan tersebut. menunjukkan rumah tangga Pemohon
dengan Termohon sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali,

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang berpisah tempat tinggal
sebagaimana tersebut di atas jelas menunjukkan adanya kebuntoan komumkasi. kondisi
tersebut semakin memburuk dari waktu ke wakin yang pada akhimya menghancurkan
bahtera rumah tangga dimana hingga saat ini Pemohon semakin kuat keyakinannya
untuk mengakhin perkawinannya,

Memmbang bahwa dengan semakin kuamya keinginan Pemohon untuk
bercermt yang dihubungkan dengan fakta hukam upaya damai telah dilakukan keluarga
namun tidak berhasil maka di sini telah ditemukan petunjuk bahwa sesungguhnya
ikatan hati mereka telah pecah dan tidak utuh lagr dan mempertahankan suatu ikatan
perkawinan yang telah pecah dan tidak utuh seperti itu hanyalah sia-sia belaka dan
tidak akan membawa kemaslahatan,

Menimbang, bahwa dalam suato rumah tangga bilamana suami isten sermg
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan persetengkaran tersebut disebabkan sikap dan
perilaku Pemohon yang menjalin hubungan dengan wanita lain akibatnya keduanya
berpisah tempat tinggal, selama berpisah tidak ada usaha untuk rukun kembahi meskipun
proses perdamaian telah ditempuh secara maksimal namun udak berhasil maka keadaan
tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi indikator broken marmage (pecahnya
rumah tangga) dan  merupakan bukti rumah tangga antarm Pemohon dan Termohon
sudah sampm pada titik krusial puncak ketidak harmomisan yang berdampak pada
hilangnya ikatan batn sehingpa tidak ada lag) harapan untuk dapat diperbaiks walaupun
dipaksakan, kuat dugaan akan membawa kemudhorotan yang lebih besar dani pada
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kemanfaatan, bukan saja untuk kehidupan Pemohon dan Termohon tetapi juga untuk
kehidupan anak-anak dan keluarganya:

Mcnimbang, bahwa Pemohon telsh berketetapan hat untuk melakukan
percernian, maka Majelis Hakim perfu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam
surat Al Bagarah ayat 227 sebagai benkut:

D 2 o T 3 314250 Ly
Artinya - “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak
sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui™,

Menimbang, bahwa persetujuan Termohon untuk diceraikan oleh Pemohon
dengan syarat mendapatkan serangkaian hak-hak yang timbul akibat hukum dan
perceraian adalah merupakan indikasi yang kuat bahwa rumah tangga kedua belah pihak
benar-benar sudah tidak dapat diselamatkan lagi;

Menimbang, bahwa alasan percerman pada pasal 19 hurof f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 whun
1974 tetang Perkawinan Jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah semata-
mata ditujukan kepada cksistens: atau wujud dan keberadaan lembaga perkawinan itu
sendin tanpa mempersoalkan siapa yang saluh atau sispa yang menciptakan perselisihan
dan pertengkaran atau siapa  yang menyebabkan terjadinya percekcokan, tetapi akibat
yang ditimbulkan dan perselisihan tersebut apakah telah mengancam keutuhan rumah
tangga dan mengguncang sendi-sendi yang menghancurkan perkawimnan dan keberadaan
perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan apabila perselisihan  dan pertengkaran
bagi keduabelah pihak kian memuncak dan tidak dapat terelakkan lagi, maka tdak ada
manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, oleh karena itu Syanat
Islam mempersinpkan lembaga hukum percermian sebagmi altemnmative pemecahan
permasalahan diantars pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih meskipun
altemative tersebut dirnsakan cukup memberatkan dan menyakitkan salah seorang
diantara pasangan suami 1steri,

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan
dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon maka tidak
akan terwujod tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Al-
Rum ayat 21 yang menyatakan “Behwe twjuan dari sebuah perkawinan adalah
untuk membangun keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai)
warrahmah (penuh kasik savang)” dan hal 1m bersesumian pula dengan Pasal |
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Undang-Undang Nomor | tshun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bashwa
“Perkawinan ialak ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka majelis Hakim berkeyakinan akan
lebth maslahat rumah wngga Pemohon dan Termohon dibubarkan atau dicermkan
daripada dipersatukan kembali,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perfu mengetengahkan Pendapat Pakar
Hukum Islam Mustofa bin Husm Assiba’i dalam Kitab Al Mar'am Bama Al Figh Wa
Al Qanun halaman 100

Y g ey VMG B W e e i il iy BRI DY ey Tl

Ul a8 ) d)) e B0 ¢ S ka5 08 ) S gy (et e i e

2V e Y g Ak Ll s oy Bl 8 165 58 g 1y JS1 (g ) el iy 01 i Gy

Artinya . “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya

perpecahan dan pertentangan selam itu justru akan menimbulkan bahaya yang

serus terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka Dan tidak

ada kebaikan’ manfast yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang

yang saling berselisih terlepas dari masalah  apakah sebab terjadinya

perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan

mengakhin hubungan perkawinan antara dua orang suami isten it mudah-

mudahan setelah itu Allah menyediakan bagi mereka pasangan lun dalam

hidupnya. barangkali dengan pasangan baru diperoleh ketenangan dan
kKedamaian™,

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi
Mahkamah Agung Rl Nomor 09 K/AG/ 1994, tanggal 25 November 1984 yang abstraks:
hukumnya menvatakan “Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah
pikak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan
Kkembali maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk
menjatuhkan talak satu Termohon™ dan aias dasar perumbangan tersebui Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah
memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum [slam dengan demikian permohonan Pemohon
patut untuk dikabulkan;
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Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagmmana telsh dbah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 Jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama
Nomor - 28 TUADA-AG/X/2002 wanggal 22 Oktober 2002, maka dipenntahkan kepada
Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengmmkan Salinan Penetapan Ikrar
Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya
meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Niksh
Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didafiar dalam sebuah
daftar yang disediakan untuk itu
DALAM REKONVENSI

Menimbang, baliwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugar adalah
sebagaimana tersebut di atas,

Menimbang. bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi
dan mempunyai hubungan ermt dalam rekonvensi merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dan menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan tuntutan
Rekonvensi, maka kedudukan para pihak berubah schimgga Termohon Konvensi
menjadi  Penggugnt Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugm
Rekonvensi;

Menimbang. bahwa sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan
scbagnimana yang dianut dalam hukum acara perdata, maka gugatan rekonvensi yang
diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah sejalan dan memenuhi ketentuan pasal 157
R.Bg dan Pasal 224 Rv oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan,

Menimbang, bahwa dalil gugman Penggugat Rekonvensi dibantah oleh
Tergugat Rekonvensi maka berdasarkan pasal 283 RBG  menyatakan  bahwa
“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atow suwati keadaan untuk
menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak
atau keadaan itu”, maka Penggugnt Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebant
pembuktian secara berimbang,

Memmbang. bahwa Penggugmt Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak
mengajukan bukti dalam Rekonvenss;
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Tentang Nafkah Lampau

Menimbang bahwa Penggugai Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi
Nafkah lampau sclama 8 bulan scbesar Rp 50.000.000,- (lima pulub juta rupiah)
tuntutan mana dalam replik sckaligus jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi hanya
menyanggupi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah ):

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat 4 (a) dan (7) KHI sesua
kemampuannya suami berkewajiban memberikan mafkah, kiswah dan tempat kediaman
bagi tstert” dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai tegadinya percermian
terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz Jika kewajiban ndak dilaksanakan akan
menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri hal ini berdasarkan pendapat
ulama’ figh yang sclanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis,

Dalam kitab I"anatut Thalibin halaman 85 disebutkan
Gl D ety agde ) (s Bl o (e piaele peal g ) S
Artinya : Nafkah atau pakaian yang belum dipenubi maka harus dilunasi walaupun
sudah lampan masanya
Dalam Kitab Syarqowi Al At Tahrir Juz [l Halaman 308 .
e Al e b Ay WA Y D ey Wl S
Artinya - Semua nafkah menjadi gugur scbab kadaluarsa kecuali nafkah isten bahkan
menjadi hutang yang harus ditanggung suam

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besar kewajiban Tergugat
Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi. maka Majelis Hakim berpedoman pada
keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat rekonvensi
bekerja scbagai Sub Kontraktor meskipun dalam persidangan Tergugat rekonvensi
menyatakan sudah tidak ada pekerjaan lagi;

Menimbang. bahwa meskipun tidak diketahw secara pasti jumlsh penghasilan
Tergugat Rekonvensi sebagai Sub Kontraktor namun alasan Tergugat Rekonvensi yang
menyatakan saat im tidak memiliki pekeraan tetap tidaklah dapat menggugurkan
kewajibannya dalam memenuhi hak-hak isten, karena kewajiban membeni nafkah
lampau harus ditaati dan  dilaksanakan oleh suami yang hendak menceraikan istennya
tanpa memandang keadaan/ kondisi suami  yang saat ini tidak mempunyai pekerjaan
tetap. dan bagmimanapun keadsannya seorang suami wajib memiliki tekad yang kuat
untuk berusaha mencan pekerjaan guna membayar kewajiban yang telah dibebankan
kepadanya karena jika Tergugat beralasan tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak
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ada mist atau usaha untuk melunasi kewajibannya tersebut maka sesungguhnya
kewajiban tersebut merupakan hutang yang skan dipertanggungjawabkan kelak di
hadapan Allah SWT,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat Rekonvensi dan
Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal sejak Januan 2017 sedangkan
Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kewajiban dalam membeni nafkah
kepada Penggugat Rekonvensi hingga putusan ini dibacakan maka nafkah lampau
yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi terhitung hingga saat ini selama |
tahun lamanya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta memperhatikan
asas kepatutan, kewmjaran dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan berdasarkan
ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 jo Pasal 78 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Talum 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah lampau sclama 1 tahun yang harus
dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvens sebagaimana
tertera dalam diktum putusan perkara ini dan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi
untuk membayarkannya kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah mengucapkan
ikrar talak;

Tentang Nafkah lddah

Memimbang. bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai
nafkah iddah sebesar Rp 3000000- (uga jua rupigh), twuntutan mana  hanya
disanggupi Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000 - (satu juta rupiah),

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan selama iseri
dalam masa iddah vang menurut Pasal 153 ayat (2) huruf b (Kompilasi Hukum Islam)
adalah 3 kali suci atau sckurang-kurangnya selama 90 han,

Menimbang, bahwa nafkah iddah yakni nafkah yang patut dibebankan kepada
Tergugat Rekonvens: scbagm akibat dan suatu  perceraian karena Penggugat
Rekonvensi harus menjalani masa 1ddab dan selama masa wddah tersebut Penggugat
Rekonvensi harus menjaga dini, tidak boleh menerima pinangan atau menikah dengan
laki-laki lain, sesum ketentuan Pasal 81 ayat |, Pasal 149 huruf b, Pasal 152 Kompilasi
Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan hukum tersebut  kewayiban  untuk
memberikan nafkah iddah kepada scorang bekas istent yang telah dijatuln talak tetap
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melekat pada setiap penstiwa perceraian sepamjang tidak terbukti adanya unsur-unsur
atan alasan vang dapat menghilangkan atau menghapus kewajiban tersebut yakni
manakala si isteri melakukan nusyuz atau melakukan kedurhakaan terhadap suami,

Menimbang. bahwa Nusyuz secara bahasa adalah mendurhakai soanm
sedangkan secara terminologi adalah pelanggaran vang dilakukan oleh seorang isten
terhadap kewajibannya yang ditetapkan oleh Allah SWT agar tant kepada suaminya,

Menimbang, bahwa dalam Islam perkataan nusyuz berlaku pada laki-lak: dan
wanita artinya lelaki yang berlaku kasar, atnn marah kepada isterinya sehingga ndak
mau tidur bersama-sama dmamakan laki-laki nusyuz demikian halnya jika wanita tidak
tast kepada suami, keluar rumah tanpa izin, tidak mau tkut dan tinggal bersama suami
dinamakan wanita nusyuz;

Memmbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan
Tergugat Rekonvensi menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, Tergugat
Rekonvensi  melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat
Rekonvensi selama pisab tempat ungeal moaka terbukti menurut hukum Tergugal
Rekonvensi sebagai suami yang nusyuz,

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat Rekonvensi sebagai suami
vang nusyuz dan perceraian im atas kehendak Tergugmi Rekonvensi sedangkan
Penggugat Rekonvens: tidak nusyuz, tidak permah dijatubi talak bain dan dalam keadaan
tidak hamil maka ia berhak mendapatkan nafkah iddah selama =100 han;

Memmbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Igna® Juz 111 halaman 402
yang diasmbil alih menjadi pendapat Majelis Hakim discbutkan bahwa:

Py Sanlly Jla ity (ol
Artinya © “Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri”

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kelayakan, kewajaran, dan
keadaan Tergugat vang ndak mempunym pekeraan tetap seria disesuaikan dengan
kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan  sesuni petunjuk
Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia No.608 K/AG2013 tanggal 23 Maret
2005, Maka Majehis Hakim menghukom kepada Tergugat Rekonvensi supaya
membenkan jaminan (nafkah, maskan dan kiswah) selama masa iddah (£100 han)
kepada Penggugst Rekonvensi yang besamya sebagaimana tercantum dalam amar
Putusan perkara ini,
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Tentang Mut'ah :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai
mut’ah sebesar Rp. 5.000 000 - (lima juta rupiah), tuntutan mana tidak disanggupt oleh
Tergugat Rekonvensi seluruhnya hanya disanggupi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus
ribu rupiah);

Menimbang, bahwa landasan yuridis pemberian Mut'ah merujuk pada firman
Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah avat 241

Artinya - Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya)
mut'ah menurut yang ma‘ruf, sebagm suatu kewajiban bagi orang-orang yang
bertakwa
Menimbang, bahwa secara Zahir ayat di atas sesungguhinys menghendaki

suami wajib memberikan Mut'ah yaitu pemberian secara sukarela disamping nafkah

kepada isten vang diceraikannya, hal iupun diakw oleh ibnu Qudamah, selamn itu

Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa  mut’ah ity wayib hukumnya untuk

semua isteri yang ditalak tanpa mempertimbangkan jenis mahar dan perceraiannya,
Menimbang, bahwa menurut pendapat/ qoul jadid imam As Safi'i dan

merupakan pendapat terkuat dikalangan safi’iyah, isten yang telah digauli, baik
mahamya telah ditetapkan atau belum wajib diberi mutah, baik talak itu dilakukan
secara langsung maupun dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan si isteri, hal itu
didusarkan pada keumuman penntah yang terdapat dalam QS. Al Bagarah avat 241 hal

itu juga diperkuat dengan kekhususan vang terdapat dalam QS. Al Ahzab ayat 28,
Menimbang, bahwa menurat Ulama Hanafiyah mut'ah hukumnys adalah

wajib. Dalam avat 1o Allah mengidhofahkan mutah kepada para isten dengan

menggunakan “/am fam{k” Dinkhir ayat itu jugs dipertegas dengan frase “Haggon

‘Ala Al Muttagim™ yang menunjukkan wajibnya mut'ah tersebut. dalam frase itu Kata

‘Ala besfungs: sebagm kata yang memfmdahkan wajibnya mut’ah tersebut, sementarn

vang dimaksud Muttagiin dan Muhsinm yang terdapat dalam frase tambahan ayat itu

adalah orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang tunduk kepada hukum syara’.

Disamping itu perintah memben mut ah yang terdapat dalam QS. Al Baqarah ayat 236

bertujuan mencgaskan bahwa hal itu adalsh wayib;
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Menimbang. bahwa mut'ah merupakan kewajiban secorang suami yang akan
mentalak isternnya, hal tersebut distur dalom Pasal 149 huruf () dan Pasal 158 huraf
(b) Kompilasi Hukum Islam spalagi mengingat usia perkawinan antara Penggugat
Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berjalan rakun lebih kurang 7 tahun, (Vide
bukti P.2), waktu vang cukup untuk sebuah pengabdian bagi masing-masing pihak,
dengan demikian terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar, yang jelas
Penggugat Rekonvensi telah melakukan pengabdian dan pelayanan Kepada Tergugat
Rekonvensi, dan pemberian mut’ah dan Tergugmt Rekonvensi kepada Penggugm
Rekonvensi dalam terminologi Islam tidak diperlukan adanya suatu persyaratan apapun
kecuali sebelumnya harus ada katan perkawinan yang ssh menurut hukum dan
mempunyai maksud dan twuan untuk menyenangkan atau scbagm wh asih kepada
Penggugat Rekonvensi,

Menimbang. bahwa berdasarkan pendapat ulama’ figh Dr. Wahbah az Zuhaili
dalam kitabrya Figh Al-lslamn Wa Adillatubu juz VI halaman 532 yang selamjutnya
dismbil sebagai pertumbangan Majelis

Wpmtis 43030 Oy Jpbne e 90 Lgitlle 3 sl 900 O BB Oy Sy Ja ) 8 1
A e iV iy gy Al A 05 Al ey gl o g ey o) D o Ay Ly Sy
Jadl |t ey byl A g 1 s ey ol B AR 398 Y O g S0
Artinya - “Apabilas scorang suanu mentalag istermya, dan  telah jelas bagi hakim
babwa st sunmi berbumt  sembarangan dalum talaknva tanpa scbab vang
masuk akal, dan dengan perbuatan si suami itu isteri menderita sengsam,
diperbolehkan bagi hakim untuk menctapkan  atas suami kepada isterinya
sesum dengan kemampuan suami dan tingkat Kesengsarsannya, pembernian
kerugian tidak lebhh dan nafkah selama uga whun sepadan dengan status
istert  (dalam korun waktu) diates  natkah masa wddah Dan hakun dapat
menetapkan pembayaran ganti rugi ity secara kontan atmu secara bulanan

sesum dengan kondisi suami”™
Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan lamanya masa perkawman

yang sudah berjalan sejuk bulan Jum 2011 hingga bulan Desember 2017 di sampmg
itu juga mempertimbangkan kondisi Tergugat rekonvensi yang saat ini sudah tidak
bekerja lagi sebagai Subkontraktor maka Majelis Hakim menetapkan besaran mut’ah
sehagmimana tercantum dalam dictum putusan dan menghukum Tergugar Rekonvensi
untuk memberi dan menyershkan mut’ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat
setelah mengucapkan ikrar talak,
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Tentang Hak Asuh Anak:
Menimbang, babwa dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvens:

menuntut hak asuh atas anak-ansknya sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam
jawabannya juga menuntut hak asuh atas kedua anaknya tersebut,

Menimbang, bahwa anak merupakan karuma, amanah dan titipan Allah SWT
yang harus dijaga dan dipelihara dengan scbaik-baiknya baik segala hal yang
menyangkut  perkembangan  jasmani  dan  robani  maupun  pertumbuban  dan
perkembangan fisik, mental dan psikis juga menyangkut keschatan. pendidikan, agama,
akidah dan akhlak anak sehingga pemeliharaan terhadap anak mutlak demi kepentingan
terbaik bagi anak karena anak memiliki jiwa perasaan dan hati nurani bukan lah robot
atou mesin yang bisa dipenintah sekehendak hati sehingga orang tua tidak boleh egois
menggangeap anak sebagai barang komoditi atau benda yang bisa diperebutkan untuk
kepentingannya pnibadi,

Menimbang. bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak (hadhonah) ini terlebih
dahuiu akan diperumbangkan bahwa hadhonsh adalah kegiatan mengasuh. memeliham
dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, menjaga kepentingan
anak, melindungi dan segala hal yang dapat membahayakan dirinya, mendidik roham
dan jasmam serta akalnya agar anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan
hidup yang akan dihadapinya dan dalam hukum Islam hal yang paling pokok yang
dijadikan dasar pertimbangan dalam memutuskan hukum yang berkaitan dengan
sengketa hadhonah adalah demi kemaslahatan anak itu sendin  bukan Kemaslahatan
pihak ibu atau ayahnya, prinsip i yang perlu disadan oleh Penggugar Rekonvensi dan
Tergugat Rekonvensi,

Memmbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang No.23 thun 2002 tentang
periindungan  anak menyebutkan “Setiap anak berhak untuk hidup, wmbuh
berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi’
sehingga untuk menctukan pemelihaman anak dititikberutkan pada kepentimgan anak
itu sendini {for the best interest of the child),

Menimbang, bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of
child) menjadi pertimbangan utama dan pertimbangan paling puncak (paramount
consideration) dalam memahami, membedah dan membangun hukoum karena hak anak
adalah anugerah atau otorisasi vang ofentik yang diberikan kepada setiap anak (every
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child) termasuk semua hak privatnya yang sudah formal dalam dokumen instrumen hak
anak,

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat bagi sescorang yang akan
melakukan hadhonah yaitu
Pertama baligh. berakal, tidak terganggu ingatannya sebab hadhonah merupakan
pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab,

Kedua mempunyai kemampuan dan kemasuan memelihara dan mendidik anak yang
diasuh dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang mengakibatkan tugas hadhonah
menjadi terlantar,

Ketiga dapat dipercaya memegang amanah schingga ia dapat menjamin pemeliharaan
anak tersebut

Keempat tidak menikah dengan laki-laki lam karena dikhawatirkan suami kedua ndak
merelakan isterinya disibukkan dengan mengurus anaknya dan suami pertamanya
Kelima yang melakukan hadhonah harus beragama Islam,

Keenam bertempat tinggal dan berdomisili dimana anak tersebut tinggal, hal im untuk
memberikan lingkungan yang nyaman dan terbiasa bagi anak schingga si anak merasa
tidak asing berinteraksi dengan lingkungannya,

Menimbang, bashwa hadhonah merupakan scbush pekejaan penuh tanggung
jawab sedangkan fakta hukum di persidangan menunjukkan selama pisah tempal
tinggal Tergugst Rekonvensi tidak pemmah memberikan nafkah kepada Penggugst
Rekonvensi dan anaknya. maka cukup bagi Magelis Hakim menilai  Tergugat
Rekonvensi telah melakukan penclantaran terhadap istent dan anaknya;

Menaimbang, bahwa meskipun saat ini Tergugat Rekonvensi tidak bekerja
lag sebagai sub Kontraktor dan tidak terikat dengan suatu pekerjuun sehingga memiliki
keingman untuk mengasuh anak, namun Mayelis menils memelibara anak ity bukan
Perkara mudah dan bukan hanya dilandasai akan kemauan saja akan tetaps harus pula
didukung dengan kemampuan artinya mampu mendidik, memelihara, merawat
membesarkan, memberikan curahan dan kasth sayang kepada anak serta mampu
mencukupi semua kebutuhan hidupnya, baik biaya yang menyangkut pemeliharaan
maupun biaya pendidikannya,

Menimbang. bahwa saat /m Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan
tetap sedangkan Tergugat Rekonvens: dituntut untuk mencari pekerjaan  derm
membayar hak-hak isteri pasca perceraian serta nafkah anak setiap bulannya dan jika
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Tergugat rekonvensi diberikan hak untuk mengasub anak maka dapat dipastikan
Tergugat rekonvensi akan disibukkan dengan pekejaan untuk mengurus anak schingga
tujuan utama Tergugat Rekonvensi untuk memperoleh pekerjaan menjadi terbengkela;

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat Rekonvensi meskipun ia memiliki
kesibukan lamn diluar ramah vaitu berjualan sebagm pedagang kaki lima namun bukan
berarti Penggugat Rekonvensi belum memenubi syarat dalam mengasuh anak karena
pekerjaan yang dilakukan Penggugat Rekonvensi pada dasamya semata-mata untuk
memenuhi dan membiayai kebutuhan hidupnya bersama anak-anak karena selama
pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi telah menclantarkan Penggugat Rekonvenst
dan anak-anak,

Memimbang, bahwa selama i anak telah tinggal bersama Penggugat
Rekonvensi dan orang tuanya di Desa Utan dan pada saat Penggugat Rekonvensi
bekerja di luar rumah schagai pedagang kaki lima, anak diasub oleh keluarga
Penggugat Rekonvensi dan saat pulang kerja Penggugat Rekonvensi tetap meluangkan
waktunya untuk mengasuh dan mendidik anak maka Majelis Hakim menilai tugas dan
kewajiban dalam mengasuh ansk tidak terabaikan, tidak terlantar dan telah dilakukan
Penggugat Rekonvensi dengan baik;

Menimbang, bahwa sclama bersama Penggugat Rekonvensi kondisi dan
keadaan anak baik-baik sajs maka majelis menilyd Penggugmt Rekonvensi ietap
mengurusi, mengawasi, melayani, mencurahkan kasih sayang, memberikan rasa aman,
nyaman dan tentram kepada anak tersebut dan hal ini sangat diperlukan bagi
Perkembangan fisik, pshikis dan mental serta keyrwaan anak;

Menimbang, bahwa secara psikologi telah menjadi fakta atau penistiwa notoir
feirten bahwa hubungan emosional dan hubungan batin antara anak dengan orang tua,
lebih erat dan kuat kepada pihak ibu dibanding pihak ayah. hal i dapat dimaklum
karena ibu yang telsh mengandung melahirkan dan menyusui anak dan ibu lebib
banyak waktu dengan anak, lebih sabar, ulet, tekun, telaten, peka dan lebih perhatian
kepada anak:

Menimbang, bahwa selain itu anak yang bernams Muhammad All Fatih bin
Adi Ismanto masih berumur 1 tahun 6 bulan schinggs masih sangat memerlukan
asupan AS! dan tindakan pembenan asupan AS! merupakan salah satu bentuk
perlindungan hukum terhadap hak-hak anak (vide pasal I3 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak) dan dengan
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terpenuhinya asupan AS! maka akan berdampak positif baik terhadap kekebalan
tubub, dava wmhan, perkembangan fisik. mental maupun psikis serta dapat
mengoptimalkan tumbub-kembang anak di masa mendatang, tentu kondisi anak
akan lebih baik dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi dibanding Tergugat
Rekonvensi hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al Bagarah ayat
233,

BT of 35l 320 € e Saady aass &l @
Artinya - “Para ibu hendakiah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun permih,
Yaitu bagt yang ingin menyempurnakan penyusuan’

Menimbang bahwa selama mi anak tersebut telah ikut dan tinggal bersama
Penggugat Rekonvensi dan Majelis Hakim meyakini anak-anak tersebut telah merasa
aman, nyaman dan tentram tinggal bersama ibu kandungnya dan Penggugat
Rekonvensi telah secara maksimal mengasuh, merawat dan mendidik anak-anaknya
schingga Pertumbuhan dan perkembangan anak jauh lebih baik, maslahat dan manfaat
jika pengasuhan anak diamanahkan kepada Penggugat Rekonvens: selaku ibu
kandungnya.

Menimbang, bahwa apabila penetapan hak asuh anak jatuh kepada Tergugat
Rekonvensi maka menurut Majelis tidak akan membenkan kemasiahatan bagi anak
karena anak tersebut sudah lama tidak bertemu dengan ayahnya maka dikhawatirkan
anak tersebut merasa asmg dengan Tergugat Rekonvensi yang merupakan ayah
kandungnya schingga anak harus beradaptasi ulang agar dapat kembali mengenali
sosok ayah kandungnya dan ini membutuhkan proses yang panjung  untuk
mengembalikan memon anak akan sosok ayahnya yang telah lama meninggalkannya
pada akhimya akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak juga
berdampak pada terguncangnya psikis, mental dan kejiwaan anak;

Menimbang, bahwa apabila penetapan hak asuh anak jatuh kepada Tergugat
rekonvens: maka anak yang bemama Muhammad All Fatih bin  Adi Ismanto yang
masih berumur | tahun 6 bulan tidak dapat memperoleh asupan ASI karena w akan
terpisah dari ibu kandungnya schingga dengan jalan pintas Tergugat Rekonvensi akan
memberikan mmuman pengganti AS| berupa susu formula sedangkan susu formula
hanya diberikan kepada anak ketika terdapat kendala atau halangan bagi ibunya untuk
menyusui, dan meskipun susu formula telah dimodifikasi sedemikian rupa dengan ASI
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Disclaimer

namun tidak akan sama dengan ASI yang sesungguhnya dan pembenan susu formula
bisa menyebabkan anak bayi alergs susu sapi vang merupakan dasar pembuatan susu
formula apalagt susu formula untuk anak dibawah 2 tahun tidak memiliki kandungan
antibodi  seperti yang dimiliki ASI dan imi akan berdampak anak kehilangan
kesempatan untuk memperoleh antibodi  protekuf dan  bensiko  menyebabkan
malnutrisi,

Menimbang, bahwa menjauhkan, melepaskan dan  Memindahkan anak dan
tbunya dimana anak masih membutuhkan asupan AS| merupakan tndakan yang
melawan hukum dan tidak melindungi hak-hak anak, karena ASI merupakan pilihan
nutrisi terbaik yang memiliki banyak kandungan vitamin dan mincral dan dapat
membantu bayi’ ansk bertshan melawan infeksi, mencegah alergi dan melindung
dan bahaya penyakit kronis bahkan meningkatkan metabolisme tubuh dan
kecerdasan 1Q anak, tentu kondisi anak akan lebih baik dan lebily tampak segar
ketika berada pada Penggugat Rekonvensi dibanding ketika dalam kekuasaan
Tergugamt Rekonvens:, selam itu dampak positif dan manfast juga dirasakan
Penggugat Rekonvensi sclaku ibu yang menyusui karena akan terhindar darni
berbagai penyakit seperti resiko kanker payudara, hipertensi/tekanan darah tinggi,
resiko kanker rahim dan ovarium oleh karena 1ty mengembalikan ansk kepada ibu
kandungnya agar 1a dapat kembali mendapat hak-haknya memperoleh asupan dan
minum ASI serta mendapat kasih sayang ibu merupakan perlindungan terhadap hak-
hak anak dan ibu kandungnya:

Menmbang, bahwa hak untuk mengasuh anak pada dasamya adalah milik
kedua orang tuanya apabila ikatan diantara mercka tetap terjalin akan tetapi ketika
terjadi perpisahan diantara keduanya. maka ibu lebwh diutamakan danpada ayah hal im
sesuai dengan hadist Rasulullah Saw yang menyatakan = “Barang siapa memisahkan
antara seorang ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan
yang dikasihinya dihari kemudian” (HR. Abu Daud),

Menimbang. bahwa, sebagaimana hadist vang dinwavatkan oleh Ahmad, Abu
Daud, Baihagi dan Hakim dan Abdullah Amr dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz 1l
halaman 93
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Disclaimer

Artinya : Bahwasanya Rasulullah telah didatangi scorang wanita, ia berceritera “Ya
Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya,
air susu sayalah yang diminumnya serts pangkuan sayalsh tempat
penjagaannys, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud
memisahkan anakku dan padaku™ Maka sabda Rasulullah saw. padanya
“Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin™
Menimbang, bahwa hadist di atas dilstarbelakangi oleh beberapa faktor

sebagai benkut |

Faktor kasing sayang tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangs namun secars

alamiah dan kodrati dimanapun, kapanpun ibu jauh lebih mampu mengembangkan

kasih savang dan kelembutan dibanding aysh:

Faktor Kemanusisan (Humanity) bils ditinjau dan sisi kemanusinan (Humanity) sangat

melukai dan menyayat hati nurani apabila anak yang masih kecil harus ditank,

dipisahkan dan dijaubkan dan pelukan. dekapan dan pangkuan ibu kandungnya terlebih
lagi jika anak tersebut dalam kondisi menvusu;
Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i dalam

Kitab Mizanusy Sya'rani Juz 11 halaman 140 discbutkan .

3150 ey ¥ g el Gl ) fend ) By g a1
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Artinya: Apabila seorang suami menceraikan isterinya karena talak, baik fasakh ataupun
lian, sedangkan dia mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan atau
banci, maka istermya lebih berhak mengasuhnya:

Dalam Kitab Bajuri juz 11 halaman 195

ey dal b dy iy Sy e S 380,

Artinya : Apabila scorung laki-laki bercerai dengan istermya. dan dia mempunyai anak
dan perkawmannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk
memeliharanya
Menimbang. bahwa selain dalil scbagamana vang dikemukan di atas Majelis

Hakim perlu mengemukakan sumber hukum lan dalam  memutuskan kepada siapa

akan diberikan hak asub (hadhanah) anak

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdv2001, tanggal 28

Agustus 2003 : Bila teradi percerman. ansk yang masih di bawah umur

pemeliharnannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si

anak yaitu Ibu,
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Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30
Agustus 1983 © Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum
berumur 12 tahun) adalah hak Ibunya,

Menimbang, bahwa anak bernama Arum Fatika Sani binti Adi Ismanto, umur
5 talun dan anak bemama Muhummad All Fatih bin  Adi Ismanto umur | tahun 6
bulan, belum mumayyiz, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilas
Hukum Islam menyatakan “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum
berumur 12 tahun adalah hak ibunya™;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana
tersebut di atas kedua anak tersebut saat ini sangat memeriukan bimbingan dan kasih
savang ibunya, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi beralasan dan tidak melawan
hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai
pemegang hak asub atas anak yang bermama Arum Fatika Sari binti Adi Ismanto
dan Muhammad All Fatih bin Adi Ismanto Dengan demikian tuntutan Penggugat
Rekonvensi berkaitan dengan hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa prinsip dan asas kepentingan terbaik bagi anak (the best
interest of child) tidaklah semata-mata hanya terpenuhi kebutuhan materiil, tetapi juga
terpenuhinya kebutuhan spintual yakm kasih sayang kedua omng tuanya meskipun
telah bercerai oleh karena itu pengasuhan anak yang telah ditetapkan kepada
Penggugat Rekonvensi tidak boleh mengasingkan anak tersebut dani Tergugat
Rekonvens:, apalagi sampai memberikan pengaruh yang negatif kepada anak untuk
membenci dan menjauhi  Tergugat Rekonvens: schingga pada din anak dapat
berkembang sindrom terasing dan salah satu orang tuanya (perent alienation
syndrome) olch karena itu orang tua yang tidak mendapatkan hak pemeliharaan atas
anak (Tergugat Rekonvensi) haruslah mendapatkan kesempatan yang memada untuk
turut serta mendidik, membimbing membina serta mencurahan kasih sayangnya kepada
anak.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 (a) Undang-Undang No. | tahun
1974 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan
Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab Untuk
a. Mengasuh, memelithara. mendidik dan melindungy anak:

b. Menumbuh kembangkan anak sesua dengan kemampuan dan bakat minatnya:

¢ Mencegah terjadinya perkawinan dini pada anak,
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d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa agar anak tetap bisa berhubungan. berkomunikasi dan
berinteraksi secara intensif dengan kedua orang tuanya dan mendapatkan kasih sayang
yang berimbang serta tidak terpisahkan/ terasing dan salah satu orang tuanya yang lain
(parent alienation syndrome) maka secara ex officio Majelis Hakim memenntahkan
kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat
Rekonvensi berhubungan, berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak tersebut dalam
waktu-waktu tertentu guna mencurahkan dan meluapkan kasih sayangnya dengan tidak
mengganggy  keschatan  dan kegiatan pendidikan anak, hal mi sesuai  dengan
ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 110 K/AG2007 yang
salah satu perumbangannya menyatakan - “bakwa sekalipun anak yang bernama ...
ditetapkan dibawah hadhonah Pemohon kasasi/ Tergugat akan tetapi tidak boleh
memutuskan hubungan komunikasi dengan Termohon kasasi/ Penggugat dan
Termohon kasasi/ Penggugat mempunyai hak untuk berkunjung/ menjenguk dan
membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai orang tua
terhadap anaknya *',

Tentang Tuntutan Nafkah Anak :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk 2 orang
anak perbulan sebesar Rp. 2 000 000~ (dua juta rupiah) perbulan dan dalam jawabannya
Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah untuk 2 orng
anak sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah anak Majelis Hakim akan
mempertimbangkannya sebagai berikut:

Memimbang, bahwa untuk membenkan kepastian bagi anak kedepannya yang
menyangkut biaya kehidupan, pendidikan, keschatan dan kesejahteraan maka pada
prinsipnya nafkah anak merupakan tanggung jawab bapaknya, tanggung jawab tersebut
harus dilaksanakan sesumi kemampuannya dan berlangsung sampai anak tersebut
dewasa (21 tmhun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 (a dan b) Undang-Undang
Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan baik ibu maupun bapak tetap
berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan
kepentingan anak, bapak yang bertanggung jawab atas semua biava pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak, apa yang ditentukan dalam Pasal tersebut
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mengandung pengertian bahwa biaya pemeliharsan dan pendidikan harus diberikan
oleh bapak kepada anaknya secara proposional sesum dengan tahap perkembangan
anak-anak itu sendiri, rationya semakin anak itu bertambah besar dan dewasa semakin
banyak biaya yang diperfukan demikian pula semakin bertambah tinggi jenjang
pendidikannya semakin besar pula biayanya sehingga dalam dictum putusan yang akan
dibebankan Majelis Hakim kepada Tergugat Rekonvensi adalah biaya minimal setiap
bulannya sehingga untuk kebutuhan lain yang sifatnya insidentil dan mendesak maka
Tergugat Rekonvensi juga masih mempunym kewajiban untuk menanggung biaya anak
tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dasar kewajiban Tergugat menafkahi anaknya
Majelis Hakim perlu mengetengahkan dahil syar’i -

Kitab "anatut thalibm Juz 1V halaman 99

el g o

Artinya © Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahoya menjadi kewajiban
avahnya;

Kitab Al Umm Juz V halaman 81

Aasi g 5 gty Al g pla ) Spa paly ksl b Ay oy OGN )
Artinya - Ayah diwajibkan menjamin segala sesuaty untuk kemaslahatan anaknya yang

masih kecil. batk dan seg penyusuannya, nafkahnya, pakaannya dan
perawatannya

Artinya : Orang wa yang mampu memben nafkah anak tetapi tidak dibayarmya, sama
saja memutuskan kasih sayang dan mi hukumoya haram, apabila haram tidak
memberi nafkah maka hal tersebut wajib untuk dilaksanakan dengan pasti,

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis Majelis Hakim
juga mempertimbangkan aspek sosiologis dimana Tergugat Rekonvensi sudah tidak
bekerja sebaga SubKontraktor segingga sast i belum memiliki pekerjaan tetap dan
kebutuhan hidup anak kedepannya pasca perceratan dengan Penggugat Rekonvenss
serta kelayakan hidup seorang anak,

Menimbang, bahwa meskipun saat m Tergugat rekonvensi belum memiliki
pekerjaan tetap hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagm alasan untuk menggugurkan
kewajibannya dalam menafkahi anak, karcna bagaimanapun tanggung jawab Tergugat
Rekonvensi kepada anak akan terus melekat sumpai anak tersebut dewasa atau mandin
meskipun antara kedua orang tanva terjadi perceraian;
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Menimbang. bahwa adapun kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan
nafkah kepada kedua anaknya haruslah dilaksanakan secara konsisten dan direalisasikan
kepada anak,

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan subsider mohon putusan yang
seadil-adilnya maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan penambahan prosentase
terhadap nafkah anak, dan hal tersebut tidaklah termasuk dalam ketegori witra petita
partum (putusan yang melebihi tuntutan), karena masih berada dalam satu rangkaian
yang tidak terpisahkan,

Menimbang. bahwa berdasarkan realita keludupan sosial ekonomi  maupun
dalam dinamika kebutuhan hidup selalu mengalami fluktuasi ekonomi/ moneter yang
hingga samt ini masih belum stabil dan seinng dengan dmamika perkembangan dan
pertumbuban anak serta kebutuhan hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugnt
Rekonvensi, maka secara rasional semakin tambah usia semakin bertambah pula
kebutuhan finansial, demikian halnya harga bahan kebutuban pokok senantiasa
mengalami kenaikan harga oleh karenanya Majelis Hakim memandang layak dan adil
nafkah anak ditetapkan dengan nilai kenaikan inflasi setiap tahun 20 % , hal ini juga
sejalan dengan prinsip hukum ckonomi dalam Islam serta memberikan rasa keadilan
kepads semua pihak terutama kepada anak agar mendapatkan jaminan dan kepastian
hukum akan masa depannya guna memperoleh pendidikan yang memadai, fasilitas
keschatan yang layak untuk menggapai harapan dan cita-citanya sebagai tunas bangsa,

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat Rekonvensi belum memiliki
pekerjaan tetap, sumber penghasilanpun tidak menentu dan tidak diketahu secara pasti
setiap bulannya maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi supaya
memberikan nafkah kepada anak bemama Arum Fatika Sari binti Adi Ismanto dan
Muhammad All Fatih bin Adi Ismanto, diluar biaya pengobatan keschatan dan
biaya pendidikan sebesar nommnal minimal sebagaimana tercantum dalam amar
Putusan perkara mi setap bulan dengan nilai kenmkan inflasi setiap tahun 20 % untuk
diserabkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibunva dan harus dibayar paling
lambat tanggal 10 pada bulan vang bersangkutan terhitung sejak Putusan i
Berkekuatan Hukum Tetap sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri
sendin (21 tahun) atau telah kawin:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
maka dalil gugatan Penggugat Rekonvensi terbukti telah memenuhi alasan hukum dan
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tidak melawan hak oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat
Rekonvensi sebagian dan menolak selebihnya;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-
Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara i dibebankan kepada Pemohon
Konvensy’ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan scgala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvenst

2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (Adi Ismanto bin Abu Darin) untuk
menjatuhkan talak satu ra)’i terhadap Termohon Konvensi (Dini Hariani binti
Syamsu Wijaya) di hadapan sidang Pengadilan Agams Taliwang

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk menginmkan Salinan
penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang
wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi
dan Pegawai Pencatst Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan
dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu,

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvens: sebagian;
2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi

berupa |
2.1 Nafkah Lampau selama | tahun seumiah Rp. 22.000.000.- (dua puluh dua juta
rupiah),

2.2 Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000 - (lima juta rupiah),

2.3. Nafkah iddah selama =100 han sejumiah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah),

2 4. Biaya pemeliharaan 2 orang anak sejumlah Rp. 1500000 - (satu juta lima ratus
ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pengobatan keschatan dan biaya
pendidikan dengan nilai kenaikan inflasi setiap tahun 20 % untuk diserahkan
kepada Penggugamt Rekonvensi  selaku ibunya dan harus dibayar paling lambat
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tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak Putusan ini
Berkekuatan Hukum Tetap sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus
diri sendiri (21 tahun) atau telah kawin,
3. Menetapkan anak bernama
3.1. Arum Fatika Sari binti Adi Ismanto (P) umur § tahun:
3.2. Muhammad All Fatih bin Adi lsmanto (L) umur | tahun 6 bulan
berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan
tetap memberikan hak kepada Tergugnt Rekonvensi selaku ayah kandung untuk
bertemu, berkomunikasi, berinteraksi secara intensif pada waktu libur atau wakiu-
waktu lain yang telah disepakati terhitung scjak putusan ini dijatubkan sampa
secara hukum anak tersebut dapat memilih sendin untuk mengikuti ibu atay
bapaknya,
4 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya,
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
Membebankan kepada Pemohon Konvensy Tergugst Rekonvensi untuk membayar
biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 741.000 - (tujuh ratus empat pulub satu
ribu rupiah);

Demikian putusan i dijatubkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 Masehn bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul
Awwal 1439 Hijriah oleh kami Ridwan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Rauffip Daeng
Mamala, S.H. dan Unung Sulistio Hadi, S.H.1, MLH. masing-masing sebagai Hakim
Anggota. Putusan mana pada hari itu juga divcapkan dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan
dibantu oleh M. Saleh., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadin oleh Pemohon
Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvens/ Penggugat Rekonvensi,

HAKIM ANGGOTA L, HAKIM ANGGOTA 1L

¥,
Rauffip Daeng Mamala, S.H.  Unung Sulistio Hadi, S.HI, M.H.

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 0152/PduG2017 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35



PANITERA PENGGANTI

Salch., S.H.

Penincian Binya Perkara

|.  Biaya pendaftaran Rp 30 000 -
2. Buaya Proses Rp 50.000 -
3. Biya Panggilan Rp. 650.000.-
4. Matera Rp 6.000 -
5. Redaksi ..o - Rp $.000.-

Jumiah Rp 741.000.-

(tupuh ratus empat puluh sam ribu rupish)

Hal. 36 dari 36 hal. Pur. No. 0132PduG/2017 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36




